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K eberadaan lembaga anti-korupsi dinilai penting untuk menanggulangi persoalan korupsi yang hampir
terjadi di setiap negara. Penelitian ini akan mengkaji tentang mengapa diperlukan integrasi kewenangan
lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia dan bagaimana model kelembagaan Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korups di masayang akan datang. Metode penelitian ini berbentuk penelitian hukum
normatif melalui studi kepustakaan dan komparasi dengan lima negara: Singapura, Hong Kong, Lithuania,
Latviadan Korea Selatan. Hasil penelitian menunjukkan ada dua urgensi untuk mengintegrasikan
kewenangan |lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu: Pertama, tidak efektifnya sistem the multi
agency yang melibatkan lembaga pemerintah (Kepolisian dan Kejaksaan) dalam pemberantasan korupsi.
Salah satunya disebabkan karena tumpang tindih kewenangan penyidikan antara kepolisian, kejaksaan dan
KPK. Kedua,kegagal an badan antikorupsi yang pernah ada yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan dalam
memberantas korupsi sejak pasca kemerdekaan sampai erareformasi dan tingginya angka korupsi di
indonesia yang melibatkan kedua lembaga tersebut. Penelitian ini mengusulkan model pemberantasan
korupsi the single agency, dengan menjadikan KPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam
memberantas korupsi. Perbandingan dengan 5 negara lain menunjukkan model the single agency bukan hal
yang baru dan sudah diterapkan oleh Singapura, Hong Kong dan Korea Selatan. Performa model ini terbukti
dapat meningkatkan CPl masing-masing negara sehingga lebih efektif dalam memberantas korupsi.
Lembaga antikorupsi adalah lembaga negara penunjang dalam cabang kekuasaan eksekutif yang
independen, hal ini dapat dilihat berdasarkan fungsi, wewenang dan pertanggungjawaban lembaga
antikorupsi tersebut. Penelitian ini memberikan tiga catatan terhadap perbaikan KPK di masa yang akan
datang dengan menguatkan independensi structural, fungsional dan administrasi KPK. Saran kepada MPR
agar mulai mengkaji dan menjadikan KPK sebagal |lembaga negara penunjang yang independen dalam
konstitusi dan bagi pembentuk undang-undang untuk menyelaraskan dan melengkapi instrument hukum
yang mumpuni dalam pemberantasan korupsi.

...... The existence of an anti-corruption agency is considered important to overcome the problem of
corruption that occursin amost every country. This research will examine why it is necessary to integrate
the authority of corruption eradication agencies in Indonesia and how the institutional model for the
Corruption Eradication Commission will be in the future. This research method isin the form of normative
legal research through literature studies and comparisons with five countries: Singapore, Hong Kong,
Lithuania, Latvia, and South Korea. The results of the study show that there are two urgencies to integrate
the authority of corruption eradication agenciesin Indonesia, namely: First, the ineffectiveness of the multi-
agency system involving government agencies (the Police and the Attorney General's Office) in eradicating
corruption. One reason is the overlapping investigative powers between the police, prosecutors, and the
KPK. Second, the failure of anti-corruption agencies that have involved the police and prosecutorsin
eradicating corruption from the post-independence erato the reform era and the high rate of corruption in
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Indonesiainvolving these two institutions. This study proposes the single agency model of eradicating
corruption, by making the KPK the only institution authorized to eradicate corruption. Comparison with 5
other countries shows that the single-agency model is not new and has been implemented by Singapore,
Hong Kong, and South Korea. The performance of this model is proven to be able to increase the CPI of
each country so that it is more effective in eradicating corruption. The anti-corruption agency is a supporting
state institution in the independent branch of executive power, this can be seen based on the function,
authority, and accountability of the anti-corruption agency. This research provides three notes on future
improvements to the KPK by strengthening the structural, functional, and administrative independence of
the KPK. Suggestions to the MPR to start reviewing and making the KPK an independent supporting state
institution in the constitution and for legislators to align and complement qualified legal instrumentsin
eradicating corruption.



